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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENILAIAN UNTUK
TUJUAN PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan
penilaian di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan,
dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara
penilaian untuk tujuan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246,
TLN No. 6736), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No.
4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No.
5069), UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah
dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569), UU No.19 Tahun 1997
(LN Tahun 1997 No. 42, TLN No.3686) sebagaimana telah diubah dg UU No.19 Tahun 2000
(LN Tahun 2000 No.129, TLN N0.3987), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.
4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 186/PMK.03/2019 (BN Tahun 2019 No. 1595)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl 234/PMK.03/2022 (BN Tahun 2022
No.1458), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah
diubah dengan Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penilaian untuk tujuan perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan
nilai atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dapat
melakukan Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam
rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan nilai harta berwujud, harta tidak berwujud,
dan bisnis. Penilaian untuk menentukan nilai objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam
rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak meliputi 1 (satu) tahun pajak dalam tahun berjalan
atau tahun-tahun sebelum tahun berjalan. Dalam melakukan Penilaian, Direktur Jenderal
Pajak membentuk tim Penilai. Penilaian dilakukan melalui tahapan kegiatan penyiapan
bahan Penilaian, pengumpulan data objek dan data pendukung Penilaian, analisis data
objek dan data pendukung Penilaian, penerapan Pendekatan Penilaian yang sesuai dengan
objek Penilaian, dan penyusunan Laporan Penilaian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diundangkan pada
tanggal 24 Agustus 2023.

- Lampiran halaman 25-46.



